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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan   

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan serta 

pembahasan yang telah diuraikan mengenai upaya mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik (good governance) di laggai (Desa) Maileppet Kecamatan Siberut 

Selatan Kabupaten Kepulauan  Mentawai maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Upaya yang dilakukan Kepala Desa dan Perangkat Desa Maileppet dalam 

mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (good governance) di Laggai  (Desa) 

Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah 

menerapkan sembilan (9) prinsip good governance yaitu : Partisipasi 

(Participation), Kerangka/Aturan Hukum (Rule Of Law), Transparansi 

(Transparency), Responsivitas (Responsiveness), Efisiensi dan efektifitas 

(Efficiency and Effectiveness), Akuntabilitas (Accountability), dan Visi strategis 

(Strategic vision). 

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Perwujudan Tata Pemerintahan 

Yang Baik (Good Governance) Di Laggai (Desa) Maileppet Kecamatan 

Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu dalam pilar 

transparansi, adalah dengan memberikan akses yang terbuka ke semua 

kalangan dalam setiap prosesnya, dalam pilar akuntabel adalah bentuk wujud 

tanggungjawab yaitu setia dan memegang teguh janji, dalam bentuk 

partisipasi yaitu gotong royong menjadi bagian dari upaya konsilidasi dan 



penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya. Faktor penghambat 

yaitu kurangnya partisipasi Aparat Desa dalam berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan di Laggai, dan faktor keamanan yang belum diadakan di setiap 

Dusun yang ada di Laggai 

3. Kendala-Kendala Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good 

Governance) Di Laggai  (Desa) Maileppet Kecamatan Siberut Selatan 

Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara  umum yaitu : fasilitas kantor yang 

kurang, ketidak disiplinan jam kerja, miskomunikasi, Pegawai Laggai dari 

segi pendidikan masih kurang mumpuni, agenda Desa kurang untuk 

melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk Pegawai Desa. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di lapangan mengenai upaya 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Laggai (Desa) 

Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai penulis 

ingin mengemukakan beberapa saran yaitu : 

1. Agar Kepala Laggai dan Perangkat Laggai dalam kinerjanya lebih 

memperhatikan dan mempertegas aturan hukum yang berlaku,karena dengan 

memperhatikan dan mempertegas aturan tersebut  untuk menunjang keaktifan 

dalam melakukan kinerjanya. 

2. Kepala Laggai dan Perangkatnya sebagai petinggi di Laggai Maileppet harus 

lebih memperhatikan apa-apa saja yang dapat menghambat dalam 

menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga dapat menciptakan sistem 

Pemerintahan Masyarakat yang teratur damai, dan aman. 



3. Dilakukanya pelatihan-pelatihan kepada Pegawai serta Masyarakat untuk 

menambah pemahaman dan  wawasan.
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